BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk
terbanyak, sehingga peluang mencari kerja semakin sulit untuk dilaksanakan di
dalam negeri. Salah satu upaya yang dihadirkan oleh pemerintah adalah dengan
mengirim Pekerja Migran Indonesia keluar negeri, agar perkembangan
pembangunan perekonomian Indonesia baik dalam skala internasional maupun
nasional menjadi lebih efektif dan efisien.!

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar
biasa. yang sudah lama terjadi di dunia ini. TPPO biasanya dilakukan dengan cara
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu pelanggaran harkat dan martabat
manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan seperti perbudakan.
Di masa lalu, perdagangan orang hanya dianggap sebagai pemindahan secara paksa
keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara illegal yang berlangsung
lama.? Pada saat ini, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) umumnya terjadi
pada pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dikirim secara illegal.
Modus-modus yang dilakukan cukup banyak, antara lain penggunaan paspor di luar

prosedur dan penyalahgunaan paspor.

' M. Abizar Yusro, Ali Ismail Shaleh dan Hari Sutra Disemadi, 2020, Perlindungan Hukum
Keputusan Bisnis Direksi BUMN Melalui Business Judgement Rule Doctrine, Jurnal Jurisprudence
Vol. 10(1), halaman 128

2 Chairul Badriah, Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Ana), (Bandung:
Erlangga, 2005), halaman 2.



Para pelaku TPPO atau trafficker biasanya akan mengincar korban dengan
berbagai cara. Beberapa pelaku TPPO ada yang langsung menghubungi calon
korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman pekerja migran, bai
kantar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan,
penerimaan, dan penampungan yang dilakukan dengan sistematis dan tidak
terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku.?

Sebagai contoh beberapa kasus pekerja migran asal Kalimantan Selatan
yang menjadi korban perdagangan orang adalah pertama, kasus di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan (HSS) pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM, dan
Perindustrian (Disnaker Koperasi UKMP) Kabupaten HSS menangani enam kasus
pekerja migran, di mana tiga di antaranya merupakan kasus ilegal. Salah satu
korban, berinisial MY (45) dari Sungai Raya, tergiur rayuan agen ilegal untuk
bekerja di Arab Saudi. Setelah menunggu lama di penampungan di Jakarta, ia
melarikan diri dan dibantu oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP3MI) Banten serta BP3MI Kalimantan Selatan. Kasus ini
menunjukkan adanya modus perekrutan ilegal yang menjerat pekerja migran dari
daerah tersebut,* kedua, selain kasus di HSS, terdapat laporan mengenai sindikat
perdagangan orang yang beroperasi di wilayah Kalimantan, termasuk Kalimantan
Selatan. Sindikat ini menggunakan modus penyaluran pekerja migran ilegal ke luar

negeri, seperti Malaysia dan Myanmar, dengan menjanjikan pekerjaan bergaji

3 Angga Putra Mahardika, Skripsi: Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal
di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Semarang: Unnes, 2020), halaman 4.

4 Hasan Zainuddin, Kasus pekerja imigran HSS sedikit, Disnaker Koperasi UKMP tetap
tangani  serius.  https://kalsel.antaranews.com/amp/berita/399495/kasus-pekerja-imigran-hss-
sedikit-disnaker-koperasi-ukmp-tetap-tangani-serius? Antara Kalsel. 2023. Diakses pada tanggal
4/06/2025
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tinggi. Namun, para korban seringkali dipekerjakan secara tidak manusiawi, bahkan
mengalami penyiksaan. Beberapa kasus melibatkan oknum aparatur negara yang
diduga turut membantu kelancaran operasi sindikat tersebut.’

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya mungkin tidak
besar, TPPO tetap menjadi ancaman serius bagi pekerja migran. Pemerintah pusat,
daerah dan instansi terkait terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan
terhadap kasus-kasus tersebut. Terjadinya kasus TPPO seperti contoh kasus diatas
membuktikan bahwa masalah perdagangan orang atau human trafficking semakin
meningkat dan belum bisa diatasi dengan tepat, baik oleh pemerintah maupun para
pihak yang berwenang.

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang pada perkembangannya
telah diatur dalam instrumen nasional yang terdiri dari Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan [International Convenant on Civil and Political Rights, Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang sebelumnya juga telah
diatur secara internasional dalam Universal Declaration of Human Rights pada

tahun 1948, kemudian pada International Convenant on Civil and Political Rights

5 Admin Kabar Online, Waspada! Sindikat Mafia Human Trafficking Berkedok Penyalur
Pekerja Migran Bergerilya di Kalimantan. https://kalbaronline.com/2023/04/28/waspada-sindikat-
mafia-human-trafficking-berkedok-penyalur-pekerja-migran-bergerilya-di-kalimantan/ Kabar
Online.Com. 2023. Diakses pada tanggal 4/06/2025
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pada tahun 1966°, selanjutnya pada tahun 1966 Hak Asasi Perempuan juga diatur
di dalam International Convenant on Economic, Social and Culture Right’.
Selanjutnya pada 1979, Hak Asasi Perempuan juga dimuat secara khusus dalam
Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women®.
Selanjutnya pada 1986 perihal Hak Asasi Perempuan diatur dalam Vienna
Declaration, dan pada tahun 1994 Hak Asasi Perempuan kembali diatur dalam
Convention on The Elimination of Violence Againts Women, Kemudian yang
terakhir perihal Hak Asasi Perempuan juga diatur dalam Beijing Declaration and
Platform for Action Pada 1995°. Kemudian Pada tahun 1984 ketentuan Convention
on The Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women di ratifikasi di
Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984
Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita, serta International Convention for The Suppression
of White Slave Traffic Tahun 1921, International Convention for the Suppression
of Traffic in Women and Children Tahun 1921'°, dan International Convention for

The Suppression of Traffic in Women of Full Age Tahun 1933!!. Terakhir pada

tahun 2000 di Italia, PBB pada akhirnya merumuskan sebuah protokol untuk

¢ Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), UU No. 12 Tahun 2005,
LN No. 119 Tahun 2005, TLN No. 4558.

7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4557.

8 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, dibuka
untuk penandatanganan 18 Desember 1979, 1249 UNTS 13 (mulai berlaku 3 September 1981).

® UN General Assembly, Declaration on the Elimination of Violence against Women,
A/RES/48/104 (23 Februari 1994).

10 International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children,
Jenewa, 30 September 1921, League of Nations Treaty Series, Vol. 9, him. 415.

U International Convention for the Suppression of the Traffic in Women of Full Age,
Geneva, 11 October 1933, League of Nations Treaty Series, vol. 150, p. 431.



mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan
dan anak (United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in
Persons, Especially Woman and Children) yang disebut dengan Protokol
Palermo!?.

Protokol Palermo menyebutkan bahwa Tindakan yang paling efektif untuk
mencegah dan melawan fenomena dari human trafficking, khususnya bagi
Perempuan dan anak-anak, membutuhkan pendekatan Internasional yang bersifat
menyeluruh dinegara asal, transit, dan tujuan yang mencakup langkah-langkah
untuk mencegah perdagangan seperti ini, untuk menghukum para pelaku human
trafficking dini, termasuk dengan melindungi hak asasi mereka yang diakui secara
internasional, yang mana fakta menyebutkan bahwa walaupun terdapat beragam
instrument hukum internasiona yang berisi aturan-aturan dan langkah-langkah
praktikal untuk melawan human trafficking, tidak ada instrument universal yang
mengangkat semua aspek hAuman trafficking, kepedulian dan perhatian bahwa
dengan tidak adanya instrument seperti itu, orang-orang yang rentan terhadap
human trafficking tidak akan cukup terlindungi.

Setelah dirumuskannya Protokol Palermo oleh PBB, pemerintah Indonesia
kemudian membuat suatu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (UU PTPPO) yakni Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

pada tanggal 19 April 20073, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan

12 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime, 15 November 2000, 2237 UNTS 319 (selanjutnya disebut Protokol Palermo)

13 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720



hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada korban dan calon
korban agar tidak menjadi korban. Bahkan saat ini, Indonesia telah meratifikasi
United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dengan
Undang-undang No. 5 Tahun 2009, tanggal 1 Januari 2009'4. Indonesia sebagai
negara yang menandatangani protokol PBB tersebut, mempunyai kesepakatan
dengan komunitas internasional tentang bagaimana melihat perdagangan orang
sebagai kasus yang multi kompleks dan harus ditangani secara komprehensip,
melalui lima langkah penting penangananan yaitu; Penindakan, Pencegahan,
Rehabilitasi Sosial, Perlindungan bagi korban, Kerja Sama dan peran serta
masyarakat.

Selain diatur dalam instrumen nasional dan internasional, dari sudut
pandang hukum Islam. Magashid Syariah, sebagai pendekatan normatif yang
berorientasi pada kemaslahatan, menempatkan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-
nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama
(hifzh al-din) sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum syariah'>.
Islam melarang segala bentuk perbudakan dan perdagangan manusia yang
dilakukan dengan cara yang zalim (aniaya), apalagi yang mengandung unsur
pemaksaan, eksploitasi, atau penipuan.

Al Quran Surah An Nur ayat 33 menjelaskan:
& )
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14 Indonesia, Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana
Transnasional Terorganisasi), UU No. 5 Tahun 2009, LN No. 5 Tahun 2009, TLN No. 4960, Ps. 1.

15 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
hlm. 121..
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Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian
(diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
(Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan),
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada
kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu
untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena
kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
(kepada mereka) setelah mereka dipaksa”.

Maksud dari ayat tersebut adalah secara khusus melarang eksploitasi
manusia untuk tujuan seksual atau komersial, yang saat ini dikenal sebagai salah
satu bentuk perdagangan orang.

Kemudian dalam Hadis Nabi Muhammad SAW: "Tiga golongan yang akan
menjadi musuhku pada hari kiamat: orang yang mengingkari janji setelah memberi
janji, orang yang menjual orang merdeka dan memakan hasilnya, dan orang yang
mempekerjakan pekerja lalu tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari)'®, maksud
dari hadis tersebut ialah menjelaskan perbuatan jual-beli manusia (termasuk
perdagangan orang) jelas disebut sebagai perbuatan kriminal besar.

Berdasarkan surah dalam Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW di
atas negara dan masyarakat punya kewajiban dalam Melindungi pekerja migran
korban tindak pidana perdagangan orang. Negara (pemerintah/ulil amri) dan

masyarakat memiliki kewajiban untuk menyelamatkan korban tindak pidana

perdagangan orang dari penindasan, memberikan bantuan dan perlindungan,

16 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Terjemah Shahih al-Bukhari, jilid 2, penerj.
Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 450, hadis no. 2227.



termasuk pemulihan fisik dan psikologis, dan memberikan sanksi kepada pelaku
tindak pidana perdagangan orang.

Keberadaan instrumen nasional dan instrumen dalam hukum Islam
menegakkan Hak Asasi bagi korban perdagangan orang di Indonesia pada
kenyataannya belum berjalan optimal, hal ini sejalan dengan data yang dijelaskan
di atas terlihat bahwa kasus perdagangan orang masih sangat tinggi bahkan telah
berkembang modusnya hingga pada pidana perdagangan organ manusia.

Keadaan yang sedemikian dilematik ini semakin diperparah dengan
adanya paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas
dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara
perihal pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang tidak pernah
diperhatikan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan restitusi pada
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang yang diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 50. Keberadaan
restitusi pada Pasal 48 hingga 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada kenyataannya belum
berjalan optimal.

Ketiadaan ancaman pidana ganti kerugian dalam sanksi pidana terhadap
pelaku tindak pidana perdagangan orang menjadi awal masalah yang fundamental,
kemudian keberadaan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur adanya
pidana pengganti terhadap pidana ganti kerugian, membuka celah bagi pelaku untuk
menghidar dari kewajibannya dalam memulihkan kerugian korban, utamanya

korban perdagangan organ tubuh yang mengalami kematian dan kecacatan.



Persoalan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang tersebut
kemudian dijawab dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan
Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana!’”. Ketentuan hukum tersebut pada
perkembangannya memuat persyaratan pengajuan restitusi yang rumit serta begitu
lama.

Berbagai persoalan yang ada telah menunjukan adanya sebuah
ketimpangan peraturan hukum (legal gap) yang membutuhkan perhatian khusus
negara sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam menjamin perlindungan
HAM, khususnya korban TPPO di Indonesia melalui hukum yang benar-benar
bersubstansi keadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Persoalan legal gap yang
ada tersebut jelas juga telah merambat pada persoalan empirical gap sebagaimana
tergambarkan dengan jumlah angka tindak pidana perdagangan orang di Indonesia
yang meningkat terus secara dinamis.

Kondisi demikian jelas bertolak belakang dengan perspektif Magashid
Syariah dan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap lima tujuan utama
syariat Islam (magqashid al-syariah) yaitu Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa), Hifzh al-
‘Agl (Menjaga Akal), Hifzh al-Nas! (Menjaga Keturunan), Hifzh al-Mal (Menjaga
Harta), dan Hifzh al-Din (Menjaga Agama). Sebagian ulama menambahkan hifdz
al-‘Irdh (Perlindungan/Menjaga Kehormatan) untuk menggenapkan kelima

maqasid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau al-daruriyyat.

7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Bandingkan
dengan problematika eksekusi restitusi yang dianalisis dalam: Erasmus Napitupulu, dkk., Menanti
Hak Korban: Menakar Implementasi Mekanisme Restitusi di Indonesia, (Jakarta: ICJR, 2021), hal.
15.
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Disertasi ini bertujuan untuk mengkaji model penanganan korban TPPO
dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan filosofis, normatif,
dan etik. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir suatu rumusan kebijakan yang
tidak hanya memenuhi standar hukum formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-
nilai keadilan, perlindungan, dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan
oleh syariat Islam Berkaitan dengan persoalan yang ada penulis berpendapat perlu
kiranya dibahas lebih dalam pada disertasi ini terkait “Model Penanganan Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada
latar belakang di atas, penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan
dibahas pada disertasi ini, adapun beberapa rumusan masalah yang dimaksudkan
adalah:

1. Bagaimana bentuk konsep penanganan terhadap hak korban tindak pidana
perdagangan orang yang diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan
kebijakan hukum pidana?

2. Bagaimana konsep perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang
dalam perspektif hukum Islam?

3. Bagaimana model rekonstruksi regulasi restitusi yang ideal dan berkeadilan bagi
korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan

penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
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1. Untuk mengetahui bentuk konsep penanganan terhadap hak korban tindak
pidana perdagangan orang yang diterapkan di Indonesia sebagai upaya
pembaharuan kebijakan hukum pidana.

2. Untuk menganalisis konsep perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan
orang dalam perspektif hukum Islam.

3. Untuk merumuskan dan merekonstruksi regulasi restitusi yang ideal dan
berkeadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif
hukum Islam.

D. SIGNIFIKASI PENELITIAN

Signifikansi penelitian adalah penjelasan tentang pentingnya penelitian
dan manfaat apa yang diharapkan dari hasil penelitian penulis.

Kegiatan penelitian disertasi ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik
secara teoretis maupun praktis serta menghasilkan novelty pada perlindungan hak
korban tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

a. Memberikan kontribusi pengembangan konsep perlindungan hak korban
tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam.

b. Memperkaya khasanah kajian hukum di Indonesia, khususnya dalam
mengintegrasikan restitusi sebagai upaya perlindungan hukum korban tindak
pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam.

c. Menjadi dasar ilmiah untuk pengembangan teori perlindungan hak-hak korban
tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis:
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a. Memberikan rekomendasi model perlindungan hukum yang ideal dan
berkeadilan bagi pemerintah dalam menangani perlindungan korban tindak
pidana perdagangan orang dalam perspektif Hukum Islam.

b.Menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan
perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang dalam
perspektif hukum Islam.

c. Memberikan panduan kepada pembuat dan pelaksana kebijakan dalam
mengembangkan sistem penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam
yang melindungi korban tindak pidana perdagangan orang yang ideal dan
berkeadilan.

d. Memberikan wawasan baru kepada pemerintah dan akademisi tentang
pentingnya penguatan mekanisme penyelesaian hak korban tindak pidana
perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam.

. Novelty

a. Model baru restitusi terhadap perlindungan hak korban tindak pidana
perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam di lingkungan masyarakat
yang belum pernah diformulasikan sebelumnya dalam sistem hukum
Indonesia.

b. Integrasi restitusi dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam satu kerangka hukum
perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Pengembangan formulasi regulasi restitusi penanganan korban tindak pidana
perdagangan orang, bukan hanya berdasarkan hukum nasional positif, tetapi
juga mempertimbangkan karakteristik sosial lingkungan dalam perspektif

hukum Islam.
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d. Pendekatan rekonstruktif berbasis sosio-legal di lingkungan masyarakat, yang
memberikan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang
dalam perspektif hukum Islam.

E. DEFINISI ISTILAH
Definisi operasional dalam penelitian ini berisikan tinjauan pustaka yang
menjelaskan variabel judul dan permasalahan sehingga dapat dikategorikan sebagai
tulisan ilmiah.
Adapaun definisi operasional dalam penelitian disertasi ini adalah sebagai
berikut:
1. Penanganan Korban
Penanganan korban adalah serangkaian tindakan dan upaya yang
dilakukan oleh negara, lembaga, atau organisasi masyarakat untuk melindungi,
membantu, memulihkan, dan memenuhi hak-hak korban suatu tindak pidana-
dalam konteks ini adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)!8.
Menurut Pasal 1 angka 4 UU No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
“Penanganan korban adalah segala bentuk pelayanan dan bantuan yang
diberikan kepada korban dalam rangka pemulihan fisik, psikis, dan sosial. ”
Pentingnya penanganan korban merupakan bentuk tanggung jawab
kemanusiaan untuk melindungi dan membantu mereka yang rentan,
Penanganan korban yang komprehensif dapat membantu mereka untuk pulih

dan kembali ke kehidupan normal. Untuk beberapa kasus seperti korban tindak

18 Abdul Hakim Garuda Nusantara, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum,
(Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 45.
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pidana perdagangan orang, penanganan korban juga mencakup upaya untuk
menegakkan keadilan dan meminta pertanggungjawaban pelaku.

Korban dalam pengertian ini menurut Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (PP) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Acara Peradilan Perdata
pada Pasal 1 ayat (2) adalah, “Orang perseorangan atau kelompok orang yang
mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang
berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman,
gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.”

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 31 tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, ‘“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

Penanganan korban diartikan sebagai serangkaian upaya yang
dilakukan oleh pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat untuk
memberikan perlindungan, pemulihan fisik dan psikis, rehabilitasi sosial,
pemenuhan hak-hak korban, termasuk restitusi dan reintegrasi sosial, bagi
pekerja migran atau individu yang menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang.

Penanganan korban melibatkan berbagai aspek, mulai dari evakuasi
dan pertolongan pertama, tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan
dampak negatif yang dialami korban, memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta

memfasilitasi pemulihan fisik, psikologis, dan sosial.
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Menurut hukum dan hak asas internasional, prinsip penanganan
korban meliputi!® Non-diskriminasi, Keadilan restoratif (restorative justice),
Hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, dan Berorientasi korban (victim-
centered approach)

Dalam hukum Islam, penanganan terhadap korban merupakan bagian
dari tanggung jawab sosial dan moral umat serta negara (al-dawlah). Prinsip-
prinsip seperti Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al- ‘Irdh (perlindungan
kehormatan), dan Hifz al-Mal (perlindungan harta), mewajibkan umat Islam
untuk menjaga dan membela korban eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan.

Penanganan korban adalah proses komprehensif yang mencakup
perlindungan, pemulihan, pemberdayaan, dan jaminan hak-hak korban. Dalam
konteks TPPO, penanganan ini harus melibatkan kolaborasi antara negara,
lembaga sosial, dan masyarakat, serta berlandaskan pada nilai-nilai hukum
nasional dan hukum Islam yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.?°

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan, atau cara lainnya dengan tujuan eksploitasi,
sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang.

19 M. Cherif Bassiouni, International Criminal Law: Volume III | International
Enforcement, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), hlm. 455.

20 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Mutu dan Realita, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 88.
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Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa, “Perdagangan Orang
adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi
bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi.”

Kejahatan TPPO adalah kejahatan yang melibatkan tindakan
perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima
seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya,
untuk tujuan mengeksploitasi mereka. TPPO menjadikan setiap tahun ribuan
pria, wanita/perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di
negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia
dipengaruhi oleh TPPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara
tujuan perdagangan orang.’! Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat
menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan

ketiga setelah perdagangan narkotika dan penyelundupan senjata gelap.??

2l International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Report on Trafficking in
Persons: Trends and Data 2023, (Jakarta: IOM Indonesia, 2024), him. 12.

22 Lucky Endrawati, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan
Orang Melalui Pendekatan Integral," Jurnal Hukum dan Peradilan 5, no. 1 (2016): hlm. 122.
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Tindak pidana perdagangan orang pada umumnya mengandung
unsur:
a. Tindakan: Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman,
Pemindahan, dan Penerimaan
b. Cara atau Sarana: Ancaman kekerasan, Kekerasan fisik atau psikis,
Penculikan, Penipuan, Penjeratan utang, dan Penyalahgunaan kekuasaan
atau posisi rentan
c. Tujuan: Eksploitasi, meliputi eksploitasi seksual (pelacuran, pornografi, dll),
perbudakan atau kerja paksa, pengambilan organ tubuh, dan pemaksaan
untuk menikah atau mengemis
Ciri-Cir1 Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi antara lain
terjadi pemaksaan atau penipuan, ada eksploitasi dalam bentuk ekonomi,
seksual, atau fisik, korban kehilangan kebebasan atau dikendalikan secara tidak
sah, sering melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, korban sering berasal
dari kelompok rentan: perempuan, anak-anak, dan pekerja miskin
Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang
a. Fisik: Penyiksaan, pemaksaan kerja, kekerasan seksual
b. Psikologis: Trauma, depresi, kehilangan kepercayaan diri
c. Sosial: Terisolasi dari keluarga dan masyarakat
d. Hukum: Sering tidak mendapatkan keadilan atau bantuan hukum yang layak
Dalam Islam perbuatan perdagangan orang pada dasarnya merupakan
jinayah, jinayah secara etimologis adalah segala tindakan kejahatan yang

dilakukan oleh seseorang, secara khusus jinayah secara etimologis dipersempit
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kembali menjadi segala perbuatan yang diharamkan.?®> Sementara itu secara
terminologis, jinayah diartikan sebagai segala perbuatan yang diharamkan
menurut hukum Islam, yang berkaitan dengan jiwa, harta dan hal lain yang
menyangkut hak kemanusiaan.’* Hal ini dikarenakan perdagangan orang
selain merusak kehormatan juga merusak mental serta fisik dari korban
perdagangan orang.

Dalam perspektif Hukum Islam, pengaturan restitusi dalam UU
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang merupakan langkah progresif karena mengakui hak korban untuk
memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.?® Pasal 48 UU
tersebut memberikan hak restitusi berupa penggantian kehilangan kekayaan
atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta
kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana perdagangan orang.

Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip
Hukum Islam, khususnya konsep al-'adl (keadilan), dan magashid syariah,
terdapat beberapa kritik mendasar terhadap pengaturan restitusi dalam UU
Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:
a. Restitusi Belum Menjamin Pemulihan Korban Secara Menyeluruh (Kaffah).

UU Nomor 21 Tahun 2007 masih menempatkan restitusi pada

aspek finansial sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kerugian

23 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Figh Jinayah
(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), him. 1-2.

24 Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, Jilid 14, (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th.), him. 155.

25 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 156.
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spiritual, sosial, dan moral yang dialami korban perdagangan orang. Padahal
korban sering mengalami trauma berkepanjangan, stigma sosial, kehilangan
masa depan, bahkan kerusakan hubungan keluarga yang tidak dapat diukur
hanya dengan nilai uang.

b. Tanggung Jawab Negara Masih Terbatas

Dalam konsep siyasah syar'iyyah, negara mempunyai kewajiban
aktif untuk melindungi warga yang menjadi korban kezaliman.?® Apabila
pelaku tidak mampu memenuhi hak korban, negara wajib hadir untuk
menjamin pemulihan korban melalui mekanisme baitul mal atau sumber
dana publik.?’

Sebaliknya, UU Nomor 21 Tahun 2007 lebih menitikberatkan
tanggung jawab pembayaran restitusi kepada pelaku. Ketika pelaku tidak
mampu membayar, hukum hanya memberikan pidana kurungan pengganti,
sementara hak korban berpotensi tidak terpenuhi secara optimal.

Dari perspektif Hukum Islam, kondisi tersebut belum
mencerminkan keadilan substantif karena korban tetap dirugikan meskipun
pelaku telah menjalani pidana pengganti.

c. Tidak Adanya Mekanisme Jaminan Pembayaran Restitusi yang Efektif

Dalam praktiknya, banyak putusan restitusi sulit dieksekusi karena

pelaku tidak memiliki aset yang cukup atau tidak diketahui keberadaannya.

26 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 192.

27 M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Jakarta
Press, 2011), hlm. 162.
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Akibatnya, putusan restitusi sering hanya bersifat formalitas hukum.
Kondisi ini menunjukkan bahwa UU Nomor 21 Tahun 2007 belum
menyediakan mekanisme penjaminan pembayaran restitusi yang efektif
untuk memastikan hak korban benar-benar terpenuhi. Islam menekankan
prinsip raddu al-mazalim ila ahliha (mengembalikan hak kepada
pemiliknya).?® Oleh karena itu, pemenuhan hak korban harus menjadi
prioritas utama.
d. Belum Mengakomodasi Prinsip Keadilan Restoratif Islam

UU Nomor 21 Tahun 2007 memang mengatur rehabilitasi korban,
tetapi pengaturan restitusi masih berdiri terpisah dan belum terintegrasi
dalam sistem pemulihan korban yang komprehensif. Hukum Islam tidak
hanya berorientasi pada penghukuman pelaku (retributive justice), tetapi
juga pada pemulihan korban (restorative justice).*® Dalam kasus TPPO,
restitusi seharusnya menjadi bagian dari proses rehabilitasi sosial, ekonomi,
psikologis, dan spiritual korban.

e. Belum Berbasis Nilai Al-Ihsan

UU Nomor 21 Tahun 2007 masih berorientasi pada hak restitusi
sebagai konsekuensi hukum pidana, sedangkan prinsip al-ihsan menuntut
adanya upaya yang lebih luas, seperti pemberdayaan ekonomi korban,
pendidikan, pelatihan keterampilan, pendampingan psikologis, serta

reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

28 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Praktik, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2013), hlm. 152.

2 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), him. 76.
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Secara normatif, UU Nomor 21 Tahun 2007 telah mengakomodasi
hak restitusi bagi korban TPPO dan merupakan kemajuan penting dalam
perlindungan korban. Akan tetapi, dalam perspektif Hukum Islam, regulasi
tersebut masih memiliki kelemahan karena belum sepenuhnya mewujudkan
prinsip keadilan substantif, pemulihan menyeluruh, tanggung jawab negara,
efektivitas pelaksanaan restitusi, dan nilai al-ihsan. Oleh sebab itu, diperlukan
model penanganan korban tindak pidana perdagangan orang yang lebih
berorientasi pada magashid syariah, sehingga tidak hanya menghukum pelaku,
tetapi juga menjamin pemulihan hak, martabat, dan kesejahteraan korban
secara utuh dan berkeadilan.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kejahatan berat
terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum positif dan
hukum Islam. Penanganannya memerlukan pendekatan menyeluruh yang
meliputi aspek hukum, sosial, dan moral, dengan menempatkan korban sebagai

subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan secara menyeluruh.

. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari Al-
Qur’an, Hadis, [jma’, dan Qiyas serta prinsip-prinsip maqashid syariah (tujuan
hukum Islam), terutama yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-

nafs), kehormatan (hifz al- ‘irdh), dan harta (hifz al-mal), yang menjadi dasar
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dalam memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban perdagangan
orang.3”

Hukum Islam (dalam bahasa Arab: al-Shari ‘ah al-Islamiyyah) adalah
seperangkat aturan dan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah (Al-
Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dikembangkan melalui
metode ijtihad oleh para ulama untuk mengatur hubungan manusia dengan
Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya, dengan tujuan mewujudkan
keadilan, kemaslahatan, dan ketertiban hidup.’! Secara umum, hukum Islam
bersumber dari Al-Qur’an, Wahyu utama dan pertama, Sunnah Nabi (Hadis),
Penjelas dan pelengkap Al-Qur’an, Ijma’, Kesepakatan para ulama, Qiyas,
Analogi hukum berdasarkan kasus serupa, dan Istithsan, Maslahah Mursalah,
‘Urf, dan metode ijtihad lainnya

Dalam konteks penanganan korban TPPO, hukum Islam sangat
menekankan pada perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), pemulihan
kehormatan korban (hifz al- irdh), dan pengamanan hak milik korban (4ifz al-
mal). Prinsip-Prinsip Hukum Islam yang Relevan dengan Penanganan Korban
TPPO:

a. Prinsip Keadilan: Memastikan bahwa hak-hak korban dipenuhi dan pelaku

dihukum secara adil,

30 Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqgat fi Ushul al-Syari’ah, Jilid 2 (Kairo: Dar Ibn
‘Affan, 1997).

3 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), him. 38.
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b. Prinsip Tanggung jawab sosial (Kifalah): Masyarakat dan negara
berkewajiban melindungi korban,

c. Kasih sayang (Rahmah): Korban diperlakukan secara manusiawi dan
empatik,

d. Kemashlahatan (Maslahah): Langkah-langkah hukum harus berpihak pada
kemaslahatan korban,

e. Pencegahan kerusakan (Sadd al-dzari‘ah): Menghindari tindakan yang
berpotensi membahayakan manusia.

Perdagangan manusia dalam hukum Islam adalah haram karena:
a. Mengandung unsur eksploitasi dan perbudakan, yang dilarang dalam Islam
b. Melanggar prinsip kemuliaan manusia sebagaimana disebut dalam QS. Al-

Isra’: 70

B 5 gy s A G il Sl g S i e

\Mwmrjeﬁérw’”‘j

Artinya: “ Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami
angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak
makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

\\\C,

c. Bertentangan dengan nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan
terhadap yang lemah.

Hukum Islam bukan hanya sistem hukum normatif, tetapi juga sistem

nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam konteks TPPO, hukum Islam

mendukung penegakan hukum positif negara, sekaligus memberikan dasar
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moral dan spiritual dalam penanganan korban secara bermartabat dan
berkeadilan.
PENELITIAN TERDAHULU

Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Vensy Eli Maria Tabita dengan judul
“Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri
Menurut Hukum Internasional”. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu
untuk mengetahui aturan hukum perlindungan terhadap warga negara Indonesia
di luar negeri menurut hukum internasional dan untuk mengetahui implementasi
dalam praktik perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia di luar
negeri, Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik
kesimpulan yaitu: 1. Berdasarkan aturan mengenai pelindungan WNI di luar
negeri, WNI berhak mendapat perlindungan dari negara, dimanapun ia berada.
Dalam hal ini, perwakilan diplomatik mempunyai tugas mewakili dan
memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, terutama melindungi WNI
serta badan hukum Indonesia di negara penerima dan/atau organisasi
internasional melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan negara
penerima dan/atau organisasi internasional. 2. Negara sebagai wadah bagi warga
negara mempunyai peran yang harus menciptakan kesejahteraan keamanan bagi

setiap warga negaranya.

. Disertasi yang ditulis oleh Jarot Jati Bagus Suseno dengan judul “Rekonstruksi

Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan”
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu formulasi hukum baru terkait

perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui restitusi yang
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selama ini terkesampingkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana
nasional.

Hasil penelitian ini ialah pertama, pengaturan regulasi restitusi sebagai upaya
perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan orang saat ini belum
berorientasi pada nilai keadilan hal ini dibuktikan dengan belum mampunya
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mewujudkan keadilan bagi korban
akibat sulitnya pelakasnaan restitusi. Kedua, terdapat beberapa kelemahan yaitu
kelemahan substansi hukum berupa ketiadaan pengaturan pidana ganti kerugian
sebagai wujud restitusi kepada korban dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal &, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal
12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun. Ketiga, Rekonstruksi yang dilakukan
ialah rekonstruksi nilai berupa membuat asas hukum yang jelas yaitu asas
pengakuan dan perlindungan HAM. Sementara rekonstruksi norma yang
dilakukan ialah dengan menambahkan beberapa ketenuan hukum baru berupa
Pasal 2A, Pasal 12A, Pasal 5 ayat (4).

Persamaan dari kedua penelitian sama-sama menyoroti aspek rekonstruksi
hukum perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan
perbedaannya Penelitian sebelumnya merekonstruksi regulasi hukum
perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang berorientasi pada nilai
keadilan, sedangkan penelitian baru merekonstruksi regulasi restitusi
perlindungan hukum pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang
dalam perspektif magashid syariah sebagai upaya pembaharuan kebijakan

hukum pidana.
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3. Disertasi yang ditulis oleh Arsyad Riyandi dengan judul “Rekonstruksi
Regulasi Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang Yang Berbasis Nilai Keadilan”. Penelitian ini mengemukakan
menganalisis dan menemukan regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak
pidana perdagangan orang yang belum bernilai keadilan. Menganalisis dan
menemukan kelemahan-kelemahan upaya pemenuhan hak-hak korban tindak
pidana perdagangan orang saat ini, dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi
pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang berbasis nilai
keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Regulasi pemenuhan hak-hak
korban tindak pidana perdagangan orang tidak bernilai keadilan, kurang spesifik
dan tidak lengkap dalam mendefinisikan prosedur dan kriteria untuk restitusi,
menyebabkan ketidakpastian bagi korban tentang hak dan proses yang tersedia
bagi mereka. Kelemahan-kelemahan dalam regulasi pemenuhan hak-hak korban
tindak pidana perdagangan manusia saat ini termasuk ketidakjelasan dalam
definisi dan prosedur restitusi, yang menyebabkan ketidakpastian bagi korban
dalam mengakses hak-hak mereka. Rekonstruksi regulasi pemenuhan hak-hak
korban tindak pidana perdagangan manusia yang berbasis nilai keadilan
dilakukan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untuk
memastikan pemberian restitusi yang cepat dan adil, serta mengembangkan
mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjamin akuntabilitas, juga untuk
meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban selama proses hukum.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian penulis yaitu, kedua

penelitian sama-sama membahas tentang rekonstruksi regulasi perlindungan
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hukum pada korban tindak pidana perdagangan orang, Penelitian sebelumnya
lebih menitikberatkan pada bagaimana regulasi pemenuhan hak-hak korban
tindak pidana perdagangan orang belum bernilai keadilan dan rekonstruksi
regulasi pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang
berbasis nilai keadilan, sementara penelitian baru tentang perlindungan hak
korban dalam perspektif Magashid Syariah, khususnya terkait aspek hifz al-nafs,
hifz al-mal, dan hifz al- irdh dan model rekonstruksi regulasi restitusi yang ideal
dan berkeadilan bagi pekerja migran korban perdagangan orang berdasarkan
Magashid Syariah.

. Tesis yang ditulis oleh Amingga Meilana Primastito dengan judul
“Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia
Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” Penelitian ini
ini membahas tentang kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin
meningkat dan menimbulkan banyak korban dengan berbagai macam
penderitaan yang dialami yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.
Permasalahan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan
menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia sebagai
korban tindak pidana perdagangan orang dan solusi yang perlu dilakukan
pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran
Indonesia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian ialah tentang kendala dan solusi dalam memberikan
perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia sebagai korban TPPO
dapat disimpulkan: (1) Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia

sebagai korban TPPO diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-
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undang Nomor 21 Tahun 2007. (2) Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya
untuk memberantas TPPO terhadap PMI, meskipun begitu, kasus TPPO,
khususnya PMI Ilegal masih kerap terjadi dan kasusnya terus meningkat.
Meski sama-sama membahas tema perlindungan hukum pekerja migran sebagai
korban perdagangan orang, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis
yang lebih menekankan dalam perspektif maqgashid syariah, sementara
penelitian sebelumnya menekankan pada perlindungan hukum yang diberikan
oleh pemerintah.
Sedangkan perbedaannya yaitu: Penelitian terdahulu berfokus membahas
perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang dan menjelaskan apa saja kendala dan solusi yang
dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukumnya,
sedangkan penelitian baru berfokus pada merekonstruksi dan regulasi restitusi
perlindungan hukum pekerja migran korban tindak pidana perdagangan orang
dalam perspektif magashid syariah.
G. KERANGKA TEORI
1. Negara Hukum sebagai Grand Theory
Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) sebagai Grand Theory karena menjadi
landasan filosofis dan konstitusional dalam memahami kewajiban negara untuk
melindungi hak-hak warga negara, termasuk korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO).
Negara Hukum sebagai Grand Theory berdasarkan pada premis bahwa
negara memiliki kewajiban mutlak (absolute obligation) yang bersumber dari

konstitusi untuk mengurus, melindungi, dan memulihkan warga negaranya yang
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menjadi korban kejahatan. Negara hukum merupakan prinsip bahwa seluruh
penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan
semata.

Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum meliputi:3?
Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan
undang-undang, dan Peradilan yang independen.

Sedangkan menurut, A.V. Dicey mengemukakan tiga prinsip utama Rule of
Law, yaitu:* Supremasi hukum (supremacy of law), Persamaan di hadapan hukum
(equality before the law), dan Jaminan hak-hak individu melalui hukum dan
peradilan.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bahwa negara memiliki kewajiban
aktif untuk mencegah, menindak, dan memberikan perlindungan kepada korban
kejahatan, termasuk korban TPPO.

Secara historis-konseptual, episentrum Negara Hukum terdapat dalam dua
tradisi besar:

a. Rechtsstaat (Tradisi Eropa Kontinental): Menekankan pada perlindungan hak-
hak sarat warga negara melalui kepastian hukum tertulis (regulasi) dan
pembagian kekuasaan agar negara tidak bertindak sewenang-wenang.

b. Rule of Law (Tradisi Anglo-Saxon): Menekankan pada supremasi hukum,
kesetaraan di depan hukum (equality before the law), dan penegakan keadilan

substansial melalui peradilan.

32 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 152.

33 Ibid.

34 Harkristuti Harkrisnowo, Transformasi Hukum Pidana Indonesia: Dari Retributif ke
Restoratif dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), him. 204.
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Relevansinya dalam disertasi ini, apabila TPPO terjadi, selanjutnya terjadi
kegagalan sistemik dalam fungsi Negara Hukum. Korban TPPO mengalami
pencabutan kemerdekaan, eksploitasi fisik/seksual, dan reduksi martabat manusia
menjadi komoditas dagang (perbudakan modern). Berdasarkan Teori Negara
Hukum, posisi korban bukan sekadar "efek samping" dari kejahatan, melainkan
pihak yang hak konstitusionalnya gagal dilindungi oleh negara.?> Oleh karena itu,
negara bertanggung jawab memulihkannya melalui "Model Penanganan" yang
komprehensif.

Dalam negara hukum, korban tidak boleh diposisikan hanya sebagai alat
pembuktian dalam proses pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang hak-
haknya wajib dipulihkan.3¢

Dalam teori negara hukum, negara memiliki tiga kewajiban utama terhadap
korban TPPO:3’

a. Kewajiban Menghormati (fo respect). Negara tidak boleh melakukan tindakan
yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak korban.

b. Kewajiban Melindungi (fo protect). Negara wajib membentuk regulasi,
lembaga, dan mekanisme perlindungan untuk mencegah terjadinya
perdagangan orang.

c. Kewajiban Memenuhi (to fulfill). Negara harus menjamin pemulihan hak
korban melalui restitusi, rehabilitasi, kompensasi, reintegrasi sosial, bantuan

hukum, dan perlindungan psikologis.

35 Op.cit. hlm 210

36 Barda Nawawi Arief, Pembaruan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian
Perbandingan, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), him. 124.

37 Loc.cit.
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Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan TPPO tidak hanya diukur dari
jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari tingkat perlindungan dan pemulihan
hak-hak korban.

Grand Theory yang penulis gunakan adalah Negara Hukum Material (Social
Welfare State | Welvaartsstaat). Dalam paradigma ini:

a. Negara dituntut aktif melakukan intervensi demi mewujudkan keadilan sosial
dan kesejahteraan.

b. Hukum tidak lagi hanya bersifat menghukum pelaku (retributive), melainkan
harus memulihkan situasi korban (restorative dan rehabilitative).

Dalam kasus TPPO, model penanganan korban saat ini sering kali terjebak
dalam positivisme hukum formal di mana korban hanya dipandang sebagai "alat
bukti utama" (saksi) untuk menghukum sindikat pelaku. Setelah pelaku dihukum,
korban kerap dipulangkan tanpa rehabilitasi yang tuntas. Di sinilah Grand Theory
negara hukum material menggugat, negara belum dikatakan sebagai negara hukum
yang tegak jika korban TPPO belum mendapatkan keadilan material (restitusi,
penanganan trauma, dan reintegrasi sosial).?®

Dalam perspektif Hukum Islam, prinsip negara hukum memiliki kesesuaian
dengan konsep siyasah syar'iyyah, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang
bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.’° Penanganan
korban TPPO berkaitan langsung dengan tujuan utama syariat (magqasid al-

syari‘ah), terutama Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-'Ird (perlindungan

38 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 178.

3% Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Islam
di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), him. 314.
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kehormatan), Hifz al-Mal (perlindungan harta), Al-'Adalah (keadilan), dan
Maslahah (kemaslahatan).

Melalui pendekatan ini, negara tidak hanya bertugas menghukum pelaku,
tetapi juga wajib menjamin pemulihan korban sebagai bentuk tanggung jawab
sosial dan moral. Gambaran skema jembatan teoretis Hukum Islam (sebagai
perspektif) bisa dipayungi oleh Negara Hukum (sebagai Grand Theory):

[GRAND THEORY)
Negara Hukum Material
(Perlindungan Hak & Martabat Manusia)

l

SINTESIS EPISTEMOLOGIS
]

| |
[Hukum Positif / HAM] [Perspektif Hukum Islam]

Kewajiban Konstitusional Magashid Asy-Syari'ah
Negara untuk Melindungi (Hifdz an-Nafs & al-'Ardh)

Titik konvergensi (pertemuan) keduanya berada pada konsep Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab (Karamah Insaniyyah):

a. Legitimasi Mandat Kekuasaan: Dalam Negara Hukum, pemerintah memegang
mandat rakyat berbasis konstitusi.** Dalam Hukum Islam, pemerintah
(Waliyyul Amri) memegang mandat teologis berdasarkan kaidah fikh terkenal:
"Tasharruful imam ‘alar ra'iyyah manuthun bil maslahah"” (Kebijakan
pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).*!

b. Perlindungan Hak Dasar: Konsep Human Rights dalam Negara Hukum sejalan

dengan konsep Al-Daruriyyat al-Khams (Lima Hak Dasar) dalam Magqashid

40 Jimly Asshiddiqie, Komnstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 24.
41 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 189.
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Asy-Syari'ah.** TPPO adalah pelanggaran berat terhadap Hifdz an-Nafs

(perlindungan jiwa/fisik) dan Hifdz al-'Ardh (perlindungan kehormatan dan

martabat manusia).*

Teori Negara Hukum digunakan sebagai grand theory dalam penelitian ini

karena memberikan landasan filosofis dan konstitusional mengenai kewajiban
negara untuk menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak
warga negara, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam negara
hukum, perlindungan terhadap korban merupakan manifestasi dari supremasi
hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pelaksanaan keadilan.**
Perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam yang menempatkan
perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama
syariat. Oleh karena itu, teori negara hukum menjadi dasar dalam merumuskan
model penanganan korban tindak pidana perdagangan orang yang berkeadilan,
berorientasi pada pemulihan korban, serta selaras dengan nilai-nilai Hukum Islam.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Middle Ranged Theory

Dalam penelitian ini, teori Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
digunakan untuk menjelaskan hakikat, karakteristik, unsur-unsur, modus operandi,
serta dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan orang terhadap
korban.

Jika Teori Negara Hukum menjelaskan mengapa negara wajib melindungi

42 Op.cit. hlm 142

43 Khuzaimah Tahido Yanggo, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006),
hlm. 182.

4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitucionalesme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2011), hlm. 192.
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warga negara, maka Teori TPPO menjelaskan mengapa korban perdagangan orang
memerlukan perlindungan khusus dan bagaimana bentuk perlindungan tersebut
harus diberikan.

Menurut Protokol Palermo 2000, perdagangan orang adalah perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk
pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi.*’

Di Indonesia, pengertian TPPO diatur dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 yang menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan seseorang tereksploitasi.

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat tiga unsur utama TPPO:
a. Proses (Act): perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan,
danpenerimaan seseorang.
b. Cara (Means): ancaman, kekerasan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan
kekuasaan, jeratan utang, dan penyalahgunaan posisi rentan.
c. Tujuan (Purpose): eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan,
penghambaan, pengambilan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.
Dalam perspektif kriminologi dan HAM, perdagangan orang bukan sekadar
pelanggaran hukum pidana, melainkan kejahatan yang merendahkan martabat

manusia karena memperlakukan manusia sebagai komoditas yang dapat

4 Harkristuti Harkrisnowo, Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dimensi Hukum
Pidana Indonesia, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009), him. 42.
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diperjualbelikan.*

Korban TPPO umumnya mengalami kerugian fisik, trauma psikologis,
kerugian ekonomi, stigmatisasi sosial, dan kehilangan hak-hak dasar sebagai
manusia. Oleh karena itu, pendekatan penanganan TPPO tidak cukup hanya
berorientasi pada penghukuman pelaku (offender-oriented approach), tetapi juga
harus berorientasi pada pemulihan korban (victim-oriented approach).

Sebagai Middle Range Theory, teori TPPO menjelaskan bahwa karakteristik
kejahatan perdagangan orang menimbulkan penderitaan multidimensional yang
membutuhkan penanganan secara komprehensif.#’ Bentuk penanganan tersebut
meliputi: Perlindungan hukum, Restitusi dan kompensasi, Rehabilitasi medis dan
psikologis, Pendampingan hukum, Pemulihan sosial dan ekonomi, dan Reintegrasi
ke dalam masyarakat

Teori ini juga menegaskan bahwa korban TPPO merupakan pihak yang
paling dirugikan sehingga harus menjadi pusat perhatian dalam sistem peradilan
pidana.

Dalam perspektif Hukum Islam, perdagangan orang bertentangan dengan
prinsip kemanusiaan dan tujuan syariat (magqdasid al-syari‘ah). TPPO melanggar
beberapa tujuan pokok syariat, yaitu Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), Hifz al-'Ird
(perlindungan kehormatan), Hifz al-Mal (perlindungan harta), dan Hifz al-Nasl
(perlindungan keturunan). Selain itu, praktik perdagangan orang bertentangan
dengan prinsip keadilan (al-'adalah), persamaan derajat manusia (al-musawah),

kemaslahatan (maslahah), larangan eksploitasi dan perbudakan. Karena itu,

46 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 189.
47 Ibid.
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penanganan korban TPPO dalam perspektif Hukum Islam tidak hanya bertujuan
memberikan perlindungan hukum, tetapi juga memulihkan martabat kemanusiaan
korban secara utuh.*®
Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang digunakan sebagai middle range

theory dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan karakteristik, unsur,
modus operandi, serta dampak multidimensional yang ditimbulkan oleh kejahatan
perdagangan orang terhadap korban. Teori ini menjadi jembatan antara Teori
Negara Hukum sebagai grand theory yang menegaskan kewajiban negara dalam
melindungi hak warga negara dan teori-teori terapan yang digunakan untuk
menganalisis model penanganan korban. Melalui teori ini dapat dipahami bahwa
korban TPPO merupakan pihak yang mengalami kerugian fisik, psikis, sosial, dan
ekonomi sehingga memerlukan perlindungan serta pemulihan yang komprehensif.
Dalam perspektif Hukum Islam, TPPO juga dipandang sebagai perbuatan yang
bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat (magqasid al-syari‘ah),
sehingga penanganan korban harus diarahkan pada pemulihan martabat dan
kemaslahatan manusia secara menyeluruh.*’
3. Magqashid Syariah sebagai Applied Theory

Applied theory adalah penerapan teori pada masalah nyata dan spesifik. Dalam
konteks Magashid Syariah, applied theory berarti implementasi praktis dari nilai-
nilai syariat Islam untuk menjawab isu sosial tertentu. Dalam konteks ini, maqashid
syariah diaplikasikan untuk:

a. Hifz al-Nafs (Menjamin keselamatan jiwa dan tubuh)

48 Ibid. hlm. 198
4 M. Amin Suma, Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 189.
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Hifz al-nafs adalah prinsip penting dalam Islam yang berarti memelihara atau
melindungi jiwa. Ini tidak hanya tentang menjaga nyawa fisik, tetapi juga tentang
melindungi aspek-aspek lain dari diri manusia, seperti kesehatan mental, spiritual,
dan kesejahteraan. Konsep ini dapat diterapkan secara luas dalam berbagai bidang
kehidupan, mulai dari hukum, pendidikan, hingga hubungan sosial.>® Hifz al-nafs
merupakan salah satu dari tujuan utama syariah (maqashid syariah) yang wajib
dijaga untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.!

Sebagai applied theory, Hifz al-Nafs adalah landasan utama dalam berbagai
kebijakan dan perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keselamatan fisik dan
mental manusia. Dalam konteks perlindungan pekerja migran korban TPPO, Hifz
al-Nafs menjadi dasar moral dan hukum untuk mencegah kekerasan, menjamin
keselamatan, memulihkan korban, dan memberi sanksi bagi pelaku.

b. Hifz al-Mal (Menjaga hak ekonomi dan upah)

Hifz al-mal (menjaga harta) dalam konteks applied theory berarti menerapkan
prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan dan perlindungan harta benda baik dalam
proses kepemilikan, perolehan, pengelolaan, maupun pengembangannya dalam
berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, keuangan, dan sosial, agar tidak
disalahgunakan, dirampas, atau disia-siakan.

Sebagai applied theory, Hifz al-Mal menjadi dasar perlindungan hak ekonomi

dan keuangan individu dalam syariat Islam. Dalam konteks perlindungan pekerja

50 M. Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),
hlm. 58.
3! Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 110..
32 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan
Zaman, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 182.
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migran korban TPPO, Hifz al-Mal menuntut upah yang layak dan tidak ditahan,
restitusi atau kompensasi bagi korban, perlindungan terhadap tabungan, harta
benda, dan hak waris dan sanksi bagi pelaku eksploitasi ekonomi.>

c. Hifz al-‘irdh (Menjaga kehormatan dan martabat)

Hifz al- ‘Irdh berarti menjaga dan melindungi kehormatan, harga diri, dan
martabat manusia dari pelecehan, pencemaran nama baik, penghinaan, kekerasan
seksual, atau tindakan yang merendahkan harkat manusia.’* Meskipun tidak
disebutkan secara eksplisit oleh al-Ghazali dalam lima maqashid utama (daruriyyat
al-khams), para ulama kontemporer dan klasik seperti al-Syatibi dan Ibn ‘Ashur
menganggap hifz al- ‘Irdh (perlindungan kehormatan) sebagai bagian integral dari
magqashid, terutama dalam konteks sosial modern.>

Hifz al-‘Irdh sebagai applied theory menekankan pentingnya menjaga

martabat individu dari pelecehan, diskriminasi, atau stigmatisasi, melindungi
korban perdagangan orang dari penghakiman sosial, memberi perlindungan
hukum, psikologis, dan sosial, dan menghargai nilai kemanusiaan sebagai bagian
dari magqashid syariah.

Selanjutnya konsep A/-lThsan dalam kerangka Magasid al-Syari‘ah dapat
ditempatkan sebagai Applied Theory karena digunakan secara operasional untuk
menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan model penanganan korban TPPO
yang tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga pada nilai

kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan.

33 Op.cit. hlm 152
3 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-
Interaktif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 189.
55 Akhmad Mujahidin, Pembaruan Hukum Islam: Studi Epistemologi Magqasid al-
Syari'ah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), him. 142.
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Al-Thsan dalam Magqgasid al-Syari‘ah menjadi teori terapan yang
memberikan arah normatif dan etis mengenai bagaimana korban harus
diperlakukan, dilindungi, dan dipulihkan.’® Secara etimologis, iisan berasal dari
kata ahsana—yuhsinu—ihsanan yang berarti berbuat baik, memberikan manfaat, atau
melakukan sesuatu secara sempurna.’’ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar
bin Khattab, ketika menjelaskan ihsan, Muhammad bersabda: “Engkau beribadah
kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya
maka sesungguhnya Dia melihatmu.”

Konsep ihsan tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mencakup
hubungan sosial (muamalah), yaitu memberikan perlakuan terbaik kepada sesama
manusia, terutama kepada pihak yang lemah, tertindas, dan membutuhkan
perlindungan.>® Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, ihsan
dipandang sebagai nilai yang menyempurnakan keadilan (al-'adalah). Keadilan
menuntut seseorang memperoleh haknya, sedangkan issan mendorong pemberian
perlindungan dan bantuan yang melampaui kewajiban minimal hukum demi
terwujudnya kemaslahatan yang lebih luas.>

Dalam kerangka Magasid al-Syari‘ah, ihsan menjadi instrumen untuk
mewujudkan®® perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan kehormatan (hifz al-

ird), perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan keturunan (4ifz al-nasl), dan

5 M. Amin Abdullah, Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi, (Y ogyakarta: Sunan
Kalijaga Press, 2004), hlm. 189.

57 Abdul Mujib, Kamus Istilah Mudarabah dan Pemikiran Islam, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), him. 76.

38 Loc.cit.

9 Ibid.

0 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),
hlm. 156.
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perlindungan martabat manusia (karamah al-insan). Dengan demikian, ihsan tidak
hanya berfungsi sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai dasar pembentukan
kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Korban TPPO merupakan kelompok yang mengalami penderitaan berlapis,
baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Dalam banyak kasus, korban
kehilangan kebebasan, martabat, dan hak-hak dasarnya sebagai manusia.
Pendekatan hukum yang hanya berfokus pada penghukuman pelaku sering kali
belum mampu mengembalikan kondisi korban secara utuh. Oleh karena itu, konsep
ihsan menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada
pemulihan.

Prinsip ihsan menghendaki agar korban memperoleh Perlindungan yang
maksimal, Pelayanan yang bermartabat,®! Pemulihan fisik dan psikologis,
Pemulihan ekonomi, Pendampingan sosial dan spiritual,®® Restitusi yang efektif,
dan Reintegrasi sosial yang berkelanjutan.®3

Melalui pendekatan ini, korban tidak hanya dipandang sebagai objek
perlindungan hukum, tetapi sebagai manusia yang harus dipulihkan harkat dan
martabatnya. Dalam penelitian ini, konsep issan dapat dijadikan landasan filosofis
bagi model penanganan korban TPPO yang ideal. Implementasinya dapat

diwujudkan melalui beberapa prinsip:

81 Ahmad Kamil, Filsafat Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Pidana: Reorientasi
terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 189.

2 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 172.

9 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: As-Syafii,
2018), hlm. 154,
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a. Prinsip Humanisasi Korban: Korban harus diperlakukan sebagai subjek yang
memiliki hak, martabat, dan kebutuhan pemulihan yang harus dihormati.®*

b. Prinsip Pemulihan Menyeluruh (Holistic Recovery): Penanganan korban tidak
hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek medis,
psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual.®

c. Prinsip Tanggung Jawab Negara: Negara berkewajiban memberikan
perlindungan yang aktif dan berkelanjutan sebagai wujud ihsan kepada warga
negara yang menjadi korban kejahatan.

d. Prinsip Kemaslahatan: Setiap kebijakan penanganan korban harus diarahkan
pada terciptanya kemanfaatan dan kesejahteraan korban secara nyata.®’

e. Prinsip Restoratif: Pemulihan korban harus menjadi tujuan utama proses
penegakan hukum, bukan semata-mata penghukuman pelaku.®

Dalam konteks rekonstruksi regulasi restitusi bagi korban TPPO, ihsan
memberikan dasar filosofis bahwa restitusi tidak boleh dipahami sekadar sebagai
ganti kerugian materiil. Restitusi harus diposisikan sebagai instrumen pemulihan
martabat korban yang meliputi®® kerugian ekonomi, penderitaan fisik, trauma
psikologis, kehilangan kesempatan hidup, dampak sosial yang dialami korban.

Dengan pendekatan ihsan, negara dituntut untuk memastikan bahwa hak restitusi

% Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
hlm. 154.

% M. Atho Mudzhar, Esai-Esai Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Jakarta Press,
2011), him. 162.

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 210.

67 HM. Amin Suma, Penerapan Syariat Islam dalam Hukum Teoretis dan Praktis di
Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), him. 162.

%8 Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar
Pengadilan, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), hlm. 45.

% Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan: Antara Prosedur dan Realitas, (Bandung: Refika Aditama, 2007), him. 124.
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benar-benar dapat direalisasikan dan tidak berhenti pada putusan pengadilan
semata.””

Al-Thsan dalam perspektif Magqasid al-Syari‘ah digunakan sebagai applied
theory dalam penelitian ini karena memberikan landasan normatif dan operasional
dalam merumuskan model penanganan korban tindak pidana perdagangan orang
yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan. Konsep iisan tidak hanya
menuntut pemenuhan hak-hak korban secara formal, tetapi juga menghendaki
adanya perlindungan, pelayanan, dan pemulihan yang optimal terhadap kondisi
fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual korban.”!

Dalam kerangka Magdsid al-Syari‘ah, ihsan berfungsi sebagai instrumen
untuk mewujudkan perlindungan jiwa, kehormatan, harta, dan martabat manusia,
sehingga model penanganan korban TPPO yang dibangun tidak hanya memenuhi
aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan
penghormatan terhadap harkat kemanusiaan secara menyeluruh.”?

H. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk pada pendapat Hoeble yang menjelaskan bahwa metode untuk studi
hukum pada masyarakat tradisional maupun pada masyarakat masa modern harus

bersifat eklektik,”> maka penelitian ini yang secara metodologis berjenis penelitian

70 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-
Interkonektif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 189.

"l Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Islam dalam Menghadapi Perkembangan
Zaman, (Jakarta: Kencana, 2014), him. 154.

2 M. Amin Abdullah, Multidimensi Studi Islam: Kontemporerisasi Maqasid al-Syari'ah,
(Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 178.

73 E. Adamson Hoebel, The Law of Primitive Man: A Study in Comparative Legal
Dynamics (Cambridge: Harvard University Press, 1954), 29
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hukum normatif,”* dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma’® dengan kajian utama pada bahan hukum/data sekunder/literatur, berupaya
mengkaji norma dan konsep hukum dengan bantuan data primer berupa pandangan
para ahli yang didapat dari survei kepustakaan, karya ilmiah dan referensi-referensi
yang relevan didapat dari media sosial dan internet. Jadi walaupun ada unsur empiris
berupa data yang didapat dari wawancara dalam penelitian yang dilakukan,
penelitian ini tetap dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, dikarenakan
kajian utamanya adalah pada unsur normatifnya yakni data sekunder atau bahan
kepustakaan ataupun disebut bahan hukum, sedangkan unsur empiris yang
terkandung dalam penelitian ini hanyalah unsur pendukung dan pelengkap untuk
menguraikan unsur normatif sebagai titik fokus utama penelitiannya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

ditangani.”® Undang-undang dan regulasi yang ditelaah dalam penelitian ini

adalah aturan hukum yang berhubungan dengan model penangan korban tindak

pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

74 Kajian penelitian hukum normatif merupakan penelitian doktrinal dengan wujud
penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah klinis dan menggali asas serta doktrin hukum. Lihat
Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Model Penelitian Kesyariahan (Banjarmasin:
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2015), 81

75 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

76 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 93.
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Pendekatan konseptual merupakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif
yang memberikan perspektif analisis penyelesaian isu dalam peneleitian hukum
dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya.”” Pendekatan ini
beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian
hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
yang dihadapi. Pemahaman terhadap konsep atau gagasan hukum tersebut
menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam pemecahan masalah penelitian yang dikaji.”® Pendekatan ini digunakan
untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang
penanganan korban tindak pidana perdagangan dalam upaya mewujudkan
magqashid syariah.”
c. Pendekatan fikih (figh approach)

Jika melakukan penelaahan terhadap norma dalam peraturan perundang-
undangan disebut pendekatan perundang-undangan dalam metodologi penelitian
hukum normatif, maka penelaahan terhadap norma-norma dalam hukum Islam
atau fikih baik itu ayat Al-Qur’an, hadis maupun kaidah-kaidah fikih, maka
dapat disebut sebagai pendekatan fikih. Pendekatan fikih diterapkan
sebagaimana mengacu pada applied theory yakni teori ihsan dalam kerangka

maqashid syariah dengan kaidah ihsan yang berfungsi sebagai instrumen untuk

77 Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum: (Sebuah Pemahaman Awal) (Semarang:
Formaci, 2021), 110-11.

8 Syamsudin, Mahir Meneliti Permsalahan Hukum (Jakarta: Kencana, 2021), 84-85.
7 M. Amin Abdullah, Multidimensi Studi Islam: Kontemporerisasi Magqasid al-Syari'ah,
(Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 178.
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mewujudkan perlindungan jiwa, kehormatan, harta, dan martabat manusia,
sehingga model penanganan korban TPPO yang dibangun tidak hanya
memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan,
kemaslahatan, dan penghormatan terhadap harkat kemanusiaan.®°
Secara garis besar wujud fokus penelitian fikih terdiri atas teks dan konteks,
maka pendekatan fikih disini merelasikan antara teks dan konteks, karena ini
termasuk dalam model penelitian dalil fikih dan masalah fikih®' serta dapat juga
dikategorikan model penelitian fikih sebagai rujukan.’?

d. Pendekatan socio-legal
Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk
mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Melalui pendekatan ini penulis
melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
kebijakan dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya
terhadap subjek hukum.®* Maka dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah
makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau
menguntungkan dan dengan cara bagaimana hal tersebut itu terjadi.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer:

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

80 M. Amin Abdullah, Multidimensi Studi Islam: Kontemporerisasi Maqasid al-Syari'ah,
(Yogyakarta: Suka Press, 2021), hlm. 178.

81 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh: Paradigma Penelitian Figh dan Figh
Penelitian, vol. I (Bogor: Kencana, 2003), 15-18.

82 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian Figh: Pendekatan Interdisipliner, vol. 11 (Bandung:
Madrasah Malam Reboan, 2017), hlm. 139.

8 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Jakarta: Kencana, 2016), 153-54.
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2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Perdagangan Manusia;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi
bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;

4) Peraturan Pemertntah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban;

5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada
Korban Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder: 1) Kepustakaan, buku serta literatur; 2) Karya Ilmiah;
dan 3) Referensi-Referensi yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia.
3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi
pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis
penyusunan regulasi terkait persoalan ketidakadilan pelaksanaan perlindungan dan
pemulihan hak korban perdagangan orang. Penulis dalam penelitian ini
menginventarisir bahan-bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian yang dikaji
dan dikategorisasi sesuai dengan kedudukan dan tingkat urgensinya dalam
penelitian yang terbagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Kemudian tidak hanya terbatas pada bahan hukum dan bahan non hukum, dalam

pengumpulan bahan penelitian disini penulis juga melakukan wawancara untuk
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meminta pandangan dari para ahli untuk membantu penulis dalam memecahkan
masalah penelitian dan menguraikannya secara tepat dan akurat.
4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara
sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan
metode analisis kualitatif.3

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan
menjalankan prosedur berikut, yaitu: a. Membuat catatan-catatan dari hasil
pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
b. Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan
permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola
beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat
ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan
adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan
keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik
pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (credibility), peralihan
(transferability), ketergantungan (dependability) dan kepastian (confirmability).®

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif
dan preskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang bersifat

menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-

8 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, him. 183

85 Vredentberg, Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta,1999, hlm.
89.
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dasar teori yang ada.?® Kemudian penelitian hukum yang erat kaitannya dengan
analisis bersifat preskriptif, maka dalam penelitian ini penulis memberikan
argumentasi atas hasil penelitian dengan menyampaikan preskripsi atau penilaian
mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta
atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.?’

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan upaya menyusun gagasan-gagasan
menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis, pembahasan
disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab.

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab II berisikan berisi uraian tentang tindak pidana
perdagangan orang dalam perspektif konseptual teoritis, historis dan yuridis.

Pada Bab III berisi kajian konsep penanganan terhadap hak korban tindak
pidana perdagangan orang yang diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaruan
kebijakan hukum pidana.

Kemudian Bab IV berisi uraian tentang konsep perlindungan hak korban

tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum Islam.

8 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Qualitative Data Analysis, Sage
Publications, New Delhi, 1994, him. 76
87 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183
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Bab V berisi tentang uraian model rekonstruksi regulasi restitusi yang ideal
dan berkeadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif
hukum Islam

Terakhir Bab VI penutup yang berisikan simpulan, saran atau rekomendasi
atas kajian yang diteliti. Simpulan pada dasarnya berisikan jawaban-jawaban atas
ketiga pertanyaan di dalam rumusan masalah, saran atau rekomendasi adalah
masukan yang diajukan sebagai pembaruan dalam mencari solusi atas persoalan

yang dibahas dalam disertasi ini.



